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Laporan keuangan merupakan laporan yang menunjukkan kondisi dari keuangan suatu entitas saat ini atau dalam periode tertentu. Dalam laporan keuangan, sudah menjadi kewajiban entitas tersebut untuk membuat dan melaporkan keuangan pada suatu periode tertentu. Laporan keuangan pada dasarnya adalah hasil dari proses akuntansi. Secara umum laporan keuangan adalah berkas yang berisi pencatatan uang. Maksudnya adalah laporan yang berisi segala macam transaksi yang melibatkan uang, baik transaksi input maupun output, (Euis, 2023:35).
Menurut ISAK No. 35 Tahun 2020, Pengguna laporan keuangan entitas berorientasi nonlaba umumnya memiliki kepentingan untuk menilai : (a) cara manajemen melaksanakan tanggung jawab atas penggunaan sumber daya yang dipercayakan kepada mereka, serta (b) informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan dan arus kas entitas yang bermanfaat dalam pembuatan keputusan ekonomi, (Maya, 2021:18).

Laporan keuangan juga menunjukkan hasil konsep stewardship, atau pertanggung jawaban manajemen atas sumber daya dipercayakan padanya (stewardship). Para pengguna yang ingin menilai stewardship atau akuntabilitas manajemen melakukannya agar mereka membuat ekonomi keputusan; keputusan
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 ini dapat mencakup, misalnya, apakah akan menahan atau menjual investasi mereka di perusahaan atau apakah akan menunjuk kembali atau mengganti pengelolaan. Dengan menggunakan stewardship theory pengelola (steward) akan menyamakan persepsi dalam hal pengelolaan keuangan sesuai dengan harapan dan arahan dari pemilik (donatur). Dalam hal ini steward berusaha mengikuti keinginan dari stakeholders, mengingat kepentingan organisasi menjadi hal utama yang harus tercapai. Steward selaku pegelola memiliki komitmen organisasi yang kuat karena dia bekerja dan melayani kepentingan masyarakat, para penyumbang atau donatur.
2.1.2 	Stewardship Theory
Penelitian ini mengacu pada Stewardship theory. Teori stewardship adalah teori yang dicetuskan oleh Donaldson dan Davis tahun 1989. Teori stewardship menjelaskan situasi dimana manajer sebagai steward tidaklah termotivasi oleh tujuan-tujuan individu tetapi lebih ditujukan untuk kepentingan principal atau kepentingan bersama (Nizar et all. 2015). Teori ini juga memiliki asumsi bahwa kepentingan personal antara steward dan principal dapat diselaraskan melalui pencapaian tujuan bersama, ketika kepentingan steward dan principal tidak sama, steward akan menjunjung tinggi nilai kebersamaan sehingga tujuan bersama dapat dicapai.
Teori stewardship merupakan teori akuntansi yang berkembang bersama akuntansi dan kemudian diperluas ke bidang keilmuan lainnya bermula dari aliran pemikiran akuntansi manajemen (Syahara et all. 2024). Teori stewardship merupakan sebuah teori terkait dengan tata kelola perusahaan dimana dalam teori ini menjelaskan bahwa manajer perusahaan sebagai pengelola akan bertindak demi kepentingan pemilik dan organisasi serta mengesampingkan kepentingan pribadinya. Teori ini mengasumsikan bahwa manajer sebagai pengelola perusahaan memiliki sifat amanah, jujur, dan bertanggung jawab sehingga tidak akan melakukan hal-hal yang akan merugikan pemilik perusahaan. Dan ini menjelaskan bahwa amanah, memiliki integritas, bertindak jujur dan bertanggung jawab adalah sifat manusia yang dijadikan dasar dalam membangun teori stewardship (Ainun 2021).
Penerapan teori stewardship dalam konteks akuntansi mengimplikasikan bahwa manajemen harus bertindak sebagai pengurus yang bertanggung jawab dan transparan terhadap para pemegang saham dan stakeholder lainnya. Dengan adanya teori stewardship dapat dihubungkan dengan takmir sehingga dapat ditujukan pertanyaan yaitu apa, mengapa, siapa, kemana, yang mana, dan bagaimana suatu pertanggung jawaban harus dilaksanakan. Sehingga dalam penelitian ini fungsi dari teori stewardship dapat menjadi acuan untuk takmir (pengurus masjid) agar dapat menjaga manajemen masjid dengan mengelola dana agar digunakan sesuai dengan amanah yang telah diberikan.
2.1.3 	Laporan Keuangan Organisasi Nirlaba
Organisasi nirlaba atau bisa disebut dengan organisasi non-profit merupakan organisasi yang bertujuan untuk mendukung suatu kejadian atau isu dalam menarik perhatian masyarakat untuk tujuan yang tidak komersil, dan tidak bertujuan untuk mencari laba, (Lating 2022). Dapat disimpulkan bahwa organisasi nirlaba merupakan organisasi yang didirikan oleh seorangan atau berkelompok, dan merupakan organisasi yang memberikan pelayanan kepada masyarakat untuk menyediakan barang atau jasa yang dibutuhkan secara sosial. Tujuan dari organisasi nirlaba yaitu melayani masyarakat untuk mengakses tempat umum yang digunakan untuk masyarakat.
Laporan keuangan organisasi nirlaba  menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) No.35 meliputi: 
1) Laporan Posisi Keuangan
Tujuan laporan posisi keuangan adalah untuk menyediakan informasi mengenai aktiva, kewajiban dan aktiva bersih serta informasi mengenai hubungan antara unsur-unsur tersebut pada waktu tertentu.
2) Laporan Aktivitas 
Tujuan utama laporan aktivitas adalah menyediakan informasi mengenai pengaruh transaksi dan peristiwa lain yang mengubah jumlah dan sifat aset neto; hubungan antar transaksi dan peristiwa lain; dan bagaimana penggunaan sumber daya dalam pelaksanaan berbagai program atau jasa. 
3) Laporan Arus Kas 
Tujuan utama laporan arus kas adalah menyajikan informasi mengenai penerimaan dan pengeluaran kas dalam suatu periode. 
4) Catatan Atas Laporan Keuangan 
Merupakan bagian dari laporan keuangan yang tak terpisahkan karena berisikan penjelasan-penjelasan rinci atas akun-akun dalam laporan keuangan. Organisasi nirlaba menggunakan basis akuntansi akrual untuk mengakui pendapatan dan bebannya, (Andarsari 2017).
[bookmark: _Toc187158577]2.1.4 	Laporan Keuangan Masjid
Menurut Haryanti & Kaukab, 2019 dalam jurnal (Kholid et all. 2023:888) Laporan keuangan adalah Catatan informasi keuangan suatu perusahaan selama tahun buku berlaku. Lembaga keagamaan seperti masjid, hendaknya menangani donasi yang masuk dan melaporkannya secara detail untuk di mintai pertanggungjawaban atas penggunaan uang donator yang di titipkan pada pengurus, agar tidak terjadi miskonsepsi. Penyelengaraan lembaga keagamaan yang kita sebut sebagai masjid harus menerima pertanggungjawaban pengelolaan masjid agar masyarakat yakin dengan operasionalnya. 
Menurut (Haryanti, S dan M Elfan Kaubab, 2019) Laporan Keuangan Masjid merupakan bentuk penerapan prinsip keterbukaan dan akuntabilitas pada masyarakat, manajemen suatu entitas organisasi dalam hal ini ruang publik masjid perlu untuk melakukan pembenahan administrasi, termasuk publikasi pertanggungjawaban laporan keuangan. Semakin besarnya tuntutan terhadap pelaksanaan akuntabilitas ruang publik masjid, maka akan memperbesar kebutuhan akan transparansi informasi keuangan. Informasi keuangan ini berfungsi sebagai dasar pertimbangan dalam proses pengambilan keputusan. 
Pengelolaan dan sumber daya diperoleh secara sukarela, Tidak ada paksaan untuk menjadi pengelola masjid. Masjid merupakan organisasi nonlaba (termasuk organisasi pengelola masjid) yang cenderung menjadi sorotan masyarakat. Oleh karena itu manajemen nya harus dapat dipercaya, menganut transparansi dan selalu dapat dipertanggungjawabkan dalam pengelolaannya. Menurut (Bustomi,AO 2017) Pedoman Pengelolaan Keuangan Masjid mengatur keuangan organisasi yang meliputi sumber dana, penganggaran kegiatan maupun lalu lintas keuangannya. Uang yang masuk dan keluar harus halal, jelas sumbernya, tercatat dengan rapi dan dilaporkan secara periodik. Demikian pula prosedur pemasukan dan pengeluaran dana harus ditata dan dilaksanakan dengan baik. 
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Akuntansi Syariah merupakan suatu akuntansi yang sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh Allah SWT. Akuntansi sendiri memiliki arti suatu proses identifikasi transaksi, pencatatan, penggolongan, pengikhtisaran, sehingga dihasilkan informasi keuangan dalam bentuk laporan keuangan yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan, (Budiono 2017).
Pengertian akuntansi syariah jika ditinjau secara etimologi, kata akuntansi berasal dari bahasa Inggris, accounting, dalam bahasa Arabnya disebut “Muhasabah” yang berasal dari kata hasabah, hasibah, muhasabah atau wazan yang lain adalah hasabah, hisabah, artinya menimbang, memperhitungkan mengkalkulasikan, mendata atau menghisab, yakni menghitung dengan seksama atau teliti yang harus dicatat dalam pembukuan tertentu, (Taufikkurrohman & Wibowo 2023). 
Konsep akuntansi dalam islam adalah penekanan pada pertangggung jawaban atau accountability berdasar pada Al Qur’an dalam surat Al baqarah ayat 282, disebutkan kewajiban bagi umat mukmin untuk menulis setiap transaksi yang masih belum tuntas (not completed atau non-cash). “Hai, orang-orang yang beriman apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkannya, maka hendaknya dia menuliskannya”. (Q.S: Al- Baqarah (2): 282) (Pratama et al. 2017). Dalam ayat ini jelas sekali tujuan perintah ini untuk menjaga keadilan dan kebenaran, artinya perintah itu ditekankan pada kepentingan pertanggung jawaban (accountability) agar pihak yang terlibat dalam transaksi itu tidak dirugikan, tidak menimbulkan konflik, serta adil merata. 
Menurut (Sahrullah et all.2022) Berdasarkan dari makna dan tafsiran surah Al Baqarah ayat 282 dapat diketahui bahwa akuntansi dalam aturan syariah harus memenuhi tiga (3) prinsip yaitu prinsip pertanggungjawaban, prinsip keadilan dan prinsip kebenaran. kebenaran, dan tanggung jawab. Nilai pertanggungjawaban, keadilan dan kebenaran selalu melekat dalam sistem akuntansi syariah. 
1) Prinsip Pertanggungjawaban 
Prinsip Pertanggungjawaban (Accountability) merupakan konsep yang tidak asing lagi dikalangan masyarakat muslim. Pertanggungjawaban selalu berkaitan dengan konsep amanah. Bagi kaum muslim, persoalan amanah merupakan hasil transaksi manusia dengan sang Khaliq mulai dari alam kandungan. Allah menjelaskan bahwa fungsi akuntansi bukan hanya sekedar informasi yang digunakan untuk pengambilan keputusan saja. Akan tetapi setiap pihak yang terlibat dalam praktik bisnis tersebut harus melaksanakan pertanggungjawaban atas amanah dan perbuatannya kepada pihak lain. Wujud pertangungjawabannya biasanya dalam bentuk laporan akuntansi.
2) Prinsip Keadilan
Kata keadilan dalam konteks akuntansi mengandung dua pengertian, yaitu: pertama adalah berkaitan dengan praktik moral, yaitu kejujuran, yang merupakan faktor yang sangat dominan. Tanpa kejujuran ini, informasi akuntansi yang disajikan akan menyesatkan dan sangat merugikan masyarakat. Kedua, kata adil bersifat lebih fundamental (dan tetap berpihak pada nilai-nilai etika/syariah dan moral). Konteks adil dalam akuntansi yang dijelaskan pada surah Albaqarah ayat 282 adalah pencatatan yang dilakukan dengan benar sesuai dengan transaksi yang terjadi, tidak memihak atau condong kepada salah satu pihak dan berlaku curang. Pencatatan yang salah akan berakibat pada kekacauan arus pencatatan itu sendiri sehingga pada akhirnya akan merugikan beberapa pihak yang terlibat. Untuk itu, kejujuran seorang yang berhutang maupun yang memberikan pinjaman, akuntan, saksi dan pihak lain yang terlibat menjadi penting untuk menegakkan keadilan. 
3) Prinsip Kebenaran 
Prinsip kebenaran ini sebenarnya tidak dapat dilepaskan dengan prinsip keadilan. Kebenaran ini akan dapat menciptakan keadilan dalam mengakui, mengukur dan melaporkan transaksi-transaksi ekonomi. Kebenaran dalam Al-Qur’an tidak diperbolehkan untuk dicampur adukkan dalam kebatilan. Al-Qur’an telah menggariskan bahwa ukuran, alat atau instrumen untuk menetapkan kebenaran tidaklah berdasarkan nafsu.
Prinsip akuntansi syariah itu sendiri dapat dikaitkan dengan sifat-sifat Rasulullah SAW yaitu: benar (sidiq), dapat dipercaya (amanah), menyampaikan (tabliqh), dan cerdas (fathonah). Sidiq yang artinya adalah jujur baik dalam perkataan maupun perbuatan yang dilakukan tanpa menambah ataupun mengurangi informasi. Amanah yang artinya dapat dipercaya dalam arti melaksanakan tanggungjawab yang diberikan serta melakukannya dengan cara yang terbaik. Amanah yang berarti harus ada kepercayaan, tanggungjawab, transparan dalam menyampaikan dan tepat waktu dalam organisasi masjid. Tabliqh yang artinya bentuk pertanggungjawaban yang dilakukan dengan cara menyampaikan segala sesuatunya secara terperinci kepada semua orang yang berkepentingan. Artinya masjid memiliki kewajiban untuk menyampaikan informasi penting yang dapat membangun komunikasi kepada masyarakat.
Fathonah yang artinya cerdas atau pengetahuan yang luas berarti masjid harus memiliki visi misi yang mendukung operasional dan memiliki pemimpin yang cerdas (Hajar Karimah & Ahmad Baehaqi 2022).
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PSAK-IFRS (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan International Financial Reporting Standards) adalah SAK yang telah mengadopsi IFRS dan berlaku di Indonesia. PSAK merupakan nama lain dari SAK yang diterbitakan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan yang dibentuk Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) pada tahun 2012.  PSAK digunakan oleh perusahaan (entitas) yang memiliki akuntabilitas publik, baik yang sudah terdaftar di pasar modal, maupun yang masih dalam proses pendaftaran pasar modal. Standar ini adalah patokan penyusunan, pencatatan, penyajian, dan perlakuan laporan keuangan, agar informasi keuangan yang dihasilkan, relevan bagi pengguna laporan, (Zaki Baridwan, 2014:35). PSAK menetapkan dasar-dasar penyajian laporan keuangan yang bertujuan umum atau disebut general purpose financial statements agar dapat dibandingkan baik dengan laporan keuangan sebelumnya maupun dengan laporan keuangan lain. PSAK mengatur persyaratan struktur laporan keuangan, penyajian laporan keuangan, dan persyaratan minimum isi laporan keuangan.
Akuntabilitas mengandung makna kewajiban untuk menyajikan dan melaporkan segala tindak tanduk. Ide dasar akuntabilitas adalah kemampun seseorang atau organisasi atau penerima amanat untuk memberikan pertanggungjawaban pada pihak yang memberikan amanat atau mandat tersebut. Akuntabilitas merupakan salah satu prinsip yang utama dalam tata kelola organisasi yang mengisyaratkan adanya perwujudan seseorang atau organisasi untuk mempertanggung jawabkan pengelolaan, pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya, dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan melalui media secara periodik. 
Akuntabilitas adalah konsep pertanggungjawaban oleh individu atau departemen untuk kinerja atau hasil kegiatan tertentu. Pada dasarnya, pihak yang bertanggung jawab atas pelaksanaan peran yang diinginkan. Pihak utama mendelegasikan peran kepada pihak lain tetapi tetap bertanggung jawab jika suatu tindakan tidak dilakukan dengan baik atau jika terjadi kerugian. Akuntabilitas dalam akuntansi adalah didefinisikan sebagai tanggung jawab akuntan atau departemen akun bisnis tertentu untuk menjaga keuangan bisnis tetap jelas dan transparan. Setiap individu atau departemen diberikan fungsi tertentu yang terkait dengan akuntansi atau masalah keuangan lainnya dan merupakan kewajiban orang atau departemen tersebut untuk melakukan dan menyelesaikan fungsi tersebut secara adil, (Mardiasno, 2019:21). 
Akuntabilitas dalam akuntansi adalah didefinisikan sebagai tanggung jawab akuntan atau departemen akun bisnis tertentu untuk menjaga keuangan bisnis tetap jelas dan transparan. Kata “akuntabilitas” mengacu pada tanggung jawab entitas tertentu di dalam struktur administrasi tertentu. Menurut Mubtadi dalam (Adfi, M Kholid 2023:887) dalam konteks akuntansi syariah, akuntabilitas diartikan sebagai memberikan kontribusi baik kepada Allah SWT maupun kepada manusia. Akuntabilitas merupakan salah satu prinsip utama dalam tata kelola organisasi yang mengisyaratkan adanya perwujudan seseorang atau organisasi untuk mempertanggung jawabkan pengelolaan, pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya, dalam rangka pencapaan tujuan yang telah ditetapkan. Akuntabilitas bertujuan sebagai bentuk pertanggung jawaban pengelola organisasi kepada semua pihak yang berkepentingan sesuai dengan maksud dan tujuan yang telah ditentukan sebelumnya secara berkala, (Devi, 2021:11). 
Akuntabilitas merupakan suatu keadaan yang dapat di pertanggungjawabkan, bertanggung jawab, dan akuntabel. Arti akuntabel yang pertama adalah dapat diperhitungkan, dapat menjawab pada atasan, sebagaimana seorang manusia bertanggunggugat kepada Tuhannya atas apa yang telah dilakukannya, kedua, memiliki kemampuan untuk dipertanggunggugatkan secara eksplisit. Dan ketiga, sesuatu yang dapat diperhitungkan atau dipertanggungggugatkan. Dari segi akuntansi, akuntabilitas adalah upaya atau aktivitas untuk menghasilkan pengungkapan yang benar. Pertanggungjawaban pengungkapan tersebut di lakukan pertama adalah untuk allah. Akuntabilitas juga terkait dengan peran sosial di mana Muhtasib (akuntan) yakin bahwa hukum syariah telah dilaksanakan dan kesejahteraan umat menjadi tujuan utama dari aktivitas perusahaan dan tujuan tersebut telah tercapai, (Euis, 2023:26).
Menurut (Euis, 2023:25) Akuntabilitas adalah bentuk tanggungjawab yangdiberikan oleh masyarakat kepada pihak yang diberi kepercayaan dan dalam pencapaiannya terdapat kerberhasilan ataupun kegagalan. Akuntabilitas akan semakin membaik jika didukung oleh suatu sistem akuntansi yang menghasilkan informasi yang tepat waktu, akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Organisasi memiliki akuntabilitas institusi untuk berkomunikasi informasi tentang realitas sosial untuk kepentingan pemegang saham saat ini dan lainnya pemangku kepentingan. 
 Menurut (Karimah, H & Ahmad Baehaqi, 2022:119) Akuntabilitas menurut hukum Islam adalah jalan menuju sumber kehidupan, yang dalam arti teknis mengacu pada sistem hukum menurut Al-Qur'an dan hadis. Akuntabilitas sendiri selain dari Al-Qur'an dan hadis juga telah dijelaskan dalam teori syariah enterprise yang telah dijelaskan sebelumnya. Shariah enterprise theory merupakan teori pengembangan akuntansi syariah yang mengacu pada akuntabilitas yang lebih luas dengan mengaitkan akuntabilitas tertinggi kepada Tuhan, manusia, dan alam.
Perlunya melaksanakan akuntabilitas melalui penyediaan informasi keuangan yang dapat diakses. Distribusi laporan keuangan tahunan dianggap sebagai saluran utama akuntabilitas kepada pengguna eksternal. Masalah akuntabilitas yang dikomunikasikan sangat penting dalam organisasi amal berbasis agama sebagai dana yang disumbangkan dan penggunaan dana tersebut adalah sering dimaksudkan untuk memenuhi kewajiban agama untuk kesejahteraan masyarakat.
Dari segi tanggungjawab, Akuntabilitas merupakan sebagai bentuk kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Bentuk akuntabilitas masjid adalah melalui penerapan akuntansi dalam pencatatan transaksi keuangan, pengelolaan dana yang dilakukan secara amanah sesuai tujuannya dengan pembuatan laporan keuangan yang reliable dan lain-lain. Semakin tinggi akuntabilitas dalam pengelolaan organisasi masjid semakin besar pula potensi penerimaan dana organisasi. 
Akuntabilitas menunjukkan bentuk kewajiban bagi pengurus masjid (pihak yang penerima tanggungjawab untuk mengelola sumber daya) untuk melaporkan dan mengungkapkan sumber dan penggunaan keuangan kepada pemberi dana (Jama’ah). Dari beberapa pendapat dapat dipastikan bahwa akuntabilitas adalah kewajiban perkumpulan-perkumpulan interior kepada pihak luar dalam berhubungan dengan suatu perkumpulan yang akan bertanggung jawab kepada daerah setempat, atau kepada rekanan atau stakeholders. Sehingga secara umum akuntabilitas bisa diartikan sebagai sebuah keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan organisasi dalam mencapai sasaran yang telah diterapkan untuk periode-periode sebelumnya yang dilakukan secara periodik, (Athifah et all. 2018).
Sesuai dengan Q.S. An-Nahl/16:91
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Terjemahnya”: Dan tepatilah perjanjian dengan Allah apabila kamu berjanji dan janganlah kamu membatalkan sumpah-sumpah (mu) itu, sesudah meneguhkannya,sedang kamu telah menjadikan Allah sebagai saksimu (terhadap sumpah-sumpahmu itu). Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu perbuat.
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Transparansi merupakan keterbukaan dalam memberikan informasi keuangan yang dimiliki atas pertimbangan masyarakat atau jama’ah memiliki hak atas informasi tersebut, (Mahardika et all. 2022:142). Transparansi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari prinsip good corporate governance (GCG). Bahkan dalam banyak sumber, transparansi juga dikaitkan dengan akuntabilitas.     Transparansi dan akuntabilitas menjadi kekuatan utama dalam pelaksanaan GCG. GCG mengacu pada World Bank merupakan kumpulan hukum, peraturan dan kaidah-kaidah yang harus dipenuhi yang dapat mendorong kinerja sumber-sumber perusahaan dengan efisien, menghasilkan nilai ekonomi jangka panjang berkesinambungan bagi para pemegang saham maupun masyarakat luas.
Citrawati (2014:28) menyatakan GCG adalah seperangkat peraturan yang menetapkan hubungan antara pemegang saham, pengurus, pihak kreditur, pemerintah, karyawan serta para pemegang kepentingan internal dan eksternal lainnya sehubungan dengan hak-hak dan kewajiban mereka atau dengan kata lain sistem yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan. Dari pengertian good corporate governance diatas dapat dimaknai bahwa sebuah tata kelola perusahaan yang baik menyangkut transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independen, dan fairness. Konsep GCG mengemukakan salah satu prinsipnya adalah transparansi. Transparansi dapat diartikan sebagai keterbukaan informasi, baik dalam proses pengambilan keputusan maupun dalam pengungkapan informasi material dan relevan mengenai lembaga organisasi/perusahaan. 
Transparansi merupakan unsur pengelolaan keuangan yang baik selain akuntabilitas. Pemahaman tentang transparansi saat ini sering dilihat sebagai semacam Cawan Suci demokrasi, sebagai prinsip “satu ukuran cocok untuk semua”, sementara ini kertas akan berpendapat bahwa itu hanya langkah pertama menuju makna yang lebih lengkap. Salah satu divisi pertama dari gagasan ini adalah dilakukan oleh Hood dan Heald, yang memahami transparansi dari empat perspektif: transparansi ke dalam (mereka yang berada di luar) dapat melihat apa yang terjadi di dalam organisasi), transparansi di luar lingkungan (mereka di dalam organisasi dapat melihat apa yang terjadi di luarsisi organisasi), transparansi ke atas (dari bawahan keatasan), dan transparansi ke bawah (dari atasan ke bawahan). 
Grimmeli khuijsen dan Welch memberikan tiga dimensi dari transparansi (transparansi pengambilan keputusan, transparansi informasi kebijakan, parency, dan transparansi hasil kebijakan) dan tiga penjelasan untuk masing-masing (kapasitas organisasi, pengaruh politik, dan pengaruh kelompok) pada pemerintah). Terdapat tiga objek transparansi yaitu transparansi keuangan/anggaran, transparansi administrasi keamanan, dan transparansi politik. Perspektif ini dapat dimasukkan dalam pengertian transparansi yang dikemukakan oleh ”Grimmelikhuijsen dan Meijer“ ketersediaan informasi informasi tentang organisasi atau aktor yang memungkinkan aktor eksternal untuk memantau cara kerja atau kinerja internal organisasi itu atau aktor. ”Hubungan ambigu antara kepercayaan dan keterbukaan atau kesalah pahaman tentang transparansi didasarkan pada kebingungan atas apa transparansi bisa dan tidak bisa dilakukan. Transparansi akuntansi berarti menawarkan pandangan yang jelas, ringkas, dan seimbang tentang situasi keuangan perusahaan Anda kepada pemegang saham.
Menurut Lasfita & Muslimin, 2020 dalam jurnal (Adfi, M Kholid et all. 2023:888) Transparansi merupakan prinsip keterbukaan untuk melaksanakan proses mengambil keputusan dan pengungkapan informasi yang diwajibkan bagi pengelola keuangan berdasarkan kerangka konseptual Standar Akuntansi Pemerintah. Keterbukaan dan akuntabilitas adalah dua kualitas yang sangat diinginkan, krusial, dan penting serta dibutuhkan dalam berbagai kegiatan pemerintahan, public dan agama. Keterbukaan dan tanggung jawab yang dilakukan misalnya, masjid dalam pengelolaan rekening keuangan nirlaba. Adanya transparansi dan akuntabilitas pelaporan keuangan memliki dampak positif kepada masyarakat (stakeholders) terhadap manajemen dan pengelolaan keuangan masjid. Transparansi laporan keuangan didentifikasi sebagai, di satu sisi, pengungkapan informasi dalam laporan keuangan adalah ekonomi yang mendasarinya; Di sisi lain, pengungkapan informasi dalam laporan keuangan mudah dilakukan dimengerti oleh pengguna informasi internal dan eksternal. Dalam konsep islam, transparansi dapat diarikan sebagai menerima suatu informasi dari pengelola organisasi.
[image: 49_6]Sebagaimana dijelaskan dalam Q.S Al-Hujarat/49:6.




Terjemahnya: Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang Fasik membawa suatu berita. Maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu.
Dalam ayat ini menjelaskan bahwa tabayyun perlu dilakukan untuk mencari tahu asal kebenaran informasi, namun sifat tabayyun terhadap suatu informasi bukan berarti su’udzon terhadap sesama muslim. Konsep transparansi sangat luas dan mencakup pengertian akuntabilitas serta infrastruktur hukum dan akuntansi untuk keputusan ekonomi. Namun, dari perspektif operasional bank sentral atau otoritas pengawas, transparansi sebuah IIFS (Lembaga yang menawarkan jasa keuangan Islam) - mengacu pada lingkungan di mana informasi material dan andal tentang LKI tersedia secara tepat waktu dan dapat diakses oleh pasar pada umumnya dan kepada semua pemangku kepentingan. Transparansi secara sederhana dapat didefinisikan sebagai kondisi di mana tidak ada yang disembunyikan dan semua informasi tersedia untuk semua klien/deposan. Setiap klien harus memiliki kesempatan untuk melihat dan memeriksa operasi keuangan yang dilakukan oleh lembaga keuangan Islam. 
[bookmark: _Toc187158581]2.2 	Penelitian Terdahulu
Penelitian terdahulu atau penelitian empiris akan berguna sebagai landasan pemikiran untuk memperkuat argumentasi teoritis yang diajarkan dalam suatu penelitian. Penelitian terdahulu dalam tinjauan pustaka memudahkan dan sangat membantu dalam menentukan langkah-langkah yang sistematis dari teori maupun konseptual. Terdapat beberapa penelitian yang relevan, namun penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian terdahulu baik berupa objek, waktu dan variabel penelitian yang digunakan. Penelitian terdahulu dibawah ini merupakan bahan yang bisa dijadikan acuan oleh peneliti, antara lain:
Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu
	No
	Nama dan Tahun Peneliti
	
Judul


	
Variabel Penelitian
	
Hasil Penelitian

	1. 
	Arif, Widyantono,Haliah, Andi Kusumawati,&Nirwana, 2022.


	Internalization Of The Maqashid Sharia Concept In Realizing Accountability Of Mosque Financial Statements
	X1: Accountability
Y: Accountable fund management according to Islamic principles
	Akuntabilitas Laporan Keuangan Masjid Agung Kabupaten Probolinggo telah dikelola dengan baik melalui prinsip input yaitu perencanaan, proses yaitu pengorganisasian dan pelaksanaan, dan output yaitu pengendalian yang melibatkan semua pihak. Namun terkadang proses implementasinya belum maksimal; yaitu tidak adanya entri jurnal, hanya berbasis kas, dan proses outputnya tidak lengkap atau biasanya terlambat dalam melaporkan pertanggungjawaban laporan keuangannya sehingga menimbulkan pertanyaan bahwa ada beberapa informasi penting yang tidak tersampaikan dalam pelaporan yang dibuatnya (Arif, Widyantono et all. 2022).

	2. 
	Haryanti, Susi & M. Elfan Kaubab, 2019

	Analisis Transparansi Dan Akuntabilitas Laporan Keuangan Masjid Di Wonosobo
(Studi Empiris Pasa Masjid Yang Terdaftar
Di Kemenag Kabupaten Wonosobo Tahun 2019) 
	X1: Transparansi
X2: Akuntabilitas 
Y: Laporan Keuangan Masjid Di Wonosobo

	Dari 37 masjid yang ada di Kabupaten Wonosobo 70% sudah melakukan proses pencatatan laporan keuangan yang sudah sesuai dengan kriteria atau indikator yang ada. Walaupun ada yang secara rutin melakukan proses pencatatan laporan keuangan dan ada yang tidak rutin.
Dari 37 masjid ada 70% yang sudah melakukan praktek transparansi kepada masyarakat setempat dan proses transparansi ini kebanyakan menggunakan media tulis dengan cara memanfaatkan papan informasi yang ada, karena menurut beberapa pengurus masjid salah satu cara ini yang paling efektif untuk diterapkan dengan menulis laporan keuangan di papan informasi agar bisa di akses kapan saja dan dengan siapa aja baik pihak masyarakat setempat sampai para donatur-donatur yang menyumbangkan uangnya.
Laporan keuangan dari 37 masjid yang ada di Wonosobo 70% yang melakukan akuntabilitas sesuai dengan kriteria. Melihat data tersebut berart tingkat akuntabilitas masjid yang ada di Wonosobo cukup tinggi. Walapun tingkat pemahaman dan sumber daya manusianya sangat minim dalam pembuatan laporan keuangan tetapi karena kepercayaan dan kejujuran yang dibangun maka (Haryanti and Kaubab 2019).

	3. 
	Mahardika, Muhammad ,Adi Prasetyo, & Firda Ayu Amalia, 2022.


	 Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Masjid

	X1: Akuntabilitas
X2: Transparansi
Y: Pengelolaan Keuangan Masjid 
	Akuntabilitas laporan keuangan yang telah dilakukan oleh Masjid AR Fachruddin melakukan pencatatan hanya laporan arus kas dengan format penerimaan dan pengeluaran kas berdasarkan anggaran yang sudah berjalan pada periode tersebut. Laporan keuangan yang dibuat ini dikarenakan sumber daya manusia yang tidak pasti, sehingga dilakukannya pencatatan secara sederhana ditambah informan mengatakan bahwa laporan keuangan sudah dilakukannya audit oleh Universitas Muhammadiyah Malang dan sudah dibenarkan (Mahardika et all. 2022).

	4. 
	Chaniago, Sabaruddin,Andri Soemitra, & Widy Hastuti, 2022.


	 Transparansi Dan Akuntabilitas Pengolaan Dana Berbasis Masjid: Studi Literatur

	X1: Transparansi
X2: Akuntabilitas 
Y:Dana Masjid
	Transparansi dan Akuntabilitas Pengolaan Dana Berbasis Masjid Mandiri memiliki peran penting dalam mendorong kesejahteraan jamaah Masjid maupun masyarakat sekitar masjid. Dalam jurnal ini terdapat 7 artikel dari 15 artikel terpilih yang membahas terkait peran Transparansi dan Akuntabilitas Pengolaan Dana Berbasis Masjid dalam mendorong kesejahteraan ekonomi masyarakat khususnya di sekitar masjid. 
Dimana hasil temuannya semua menyatakan bahwa peran Transparansi dan Akuntabilitas Pengolaan Dana Berbasis Masjid sangatlah penting dalam menguatkan keyakinan jamaah terhadap laporan keuangan pengolaan dana masjid, dengan hal itu akan terbangun motivasi untuk saling membantu serta menjadi donatur dana masjid mandiri sebagai wujud untuk meningkatkan ekonomi masyarkat kecil yang memiliki usaha dan memberikan kontribusi dalam mendorong peningkatan usaha mereka dengan memberikan pendampingan-pendampingan yang islami, (Chaniago, Sabaruddin et all. 2022).

	5. 
	Saifuddin, Akhreza & Wahidahwati, 2023


	 Akuntabilitas Dan Transparansi Keuangan Masjid Berdasarkan Psak No. 45 Tentang Pelaporan Organisasi
	X1: Akuntabilitas
X2: Transparansi
Y: PSAK No. 45
	(1) Masjid Raya Sabilal Muhtadin Banjarmasin telah melakukan pencatatan atas semua penerimaan dan pengeluarannya sebagai bentuk akutabilitas pertanggungjawaban keuangan Masjid Raya Sabilal Muhtadin Banjarmasin. Pengelola Masjid Raya Sabilal Muhtadin sudah benar dalam mengelola dananya sesuai dengan amanah yang diberikan oleh gubernur. (2) Transparansi Masjid Raya Sabilal Muhtadin Banjarmasin sudah cukup baik dilakukan oleh pengelola Masjid Raya Sabilal Muhtadin Banjarmasin. Dimana penyampaian informasi keuangan Masjid Raya Sabilal Muhtadin Banjarmasin oleh pengelola rutin disampaikan setiap minggunya dan pada awal tahun penyampaian laporan keuangan disampaikan melalui media cetak berupa koran daerah yaitu Banjarmasin Post (B-Post). (3) PSAK No. 45 untuk Masjid Raya Sabilal Muhtadin Banjarmasin sudah sangat berkaitan erat dengan pencatatan/laporan keuangan Masjid Raya Sabilal Muhtadin Banjarmasin. (4) Kendala utama yang dihadapi Masjid Raya Sabilal Muhtadin Banjarmasin dalam melakukan pengelolaan keuangan adalah pengetahuan sumber daya manusia. Sebagaimana kurangnya pemahaman bendahara tentang pelaporan keuangan karena minimnya pengetahuan tentang akuntansi, (Saifuddin & Wahidahwati 2023).

	6. 
	Adfi, Muhammad Kholid, Nurwani, & Yenni Samri Juliati Nasution, 2023



	  Analisis Akuntabilitas Dan Transparansi Dalam Pengelolaan Keuangan Masjid Al-Ahsani Kec. Sunggal Kab.Deli Serdang
	X1: Akuntanbilitas
X2: Transparansi
Y: Pengelolaan Keuangan
	Tanggung jawab dalam akuntabilitas menjadi fokus perhatian tranparansi dalam analisis ISAK 35 terhadap manajemen keuangan masjid mengarah pada kesimpulan bahwa meskipun telah menerapkan konsistensi dan akuntabilitas, namun belum sepenuhnya menerapkan transparansi dalam pelaporan administrasi keuangan.
 Masjid Al-Ahsani mempertanggungjawabkan atas manajemen keuangan masjid dan pengurus masjid menyiapkan laporan keuangan sesuai kebutuhan kelompok. Pemberitaan Masjid Al-Ahsani secara umum bertentangan dengan ISAK 35 karena telah teridentifikasi beberapa permasalahan atau kendala yaitu apakah zakat, info dan asisten manajer tidak menyiapkan rekening tahunan sesuai PSAK 109. Dalam rangka meningkatkan pelaporan keuangan masjid sesuai Pedoman Standar Akuntansi Keuangan (FSAC) ISAK 35, (Adfi, M Kolid et all. 2023).

	7. 
	Kholmi Masiyah, 2022


	Are Accountability And Transparency Important In Mosque Financial Reporting
	X1: Accountability
X2: Transparency
Y: Financial Reports
	Kesederhanaan pelaporan keuangan masjid menjadi keselarasan pengurus masjid dengan masyarakat dan oranisasi islam. Selain kesederhanaan pelaporan keuangan, masjid juga memiliki struktur pengelolaan keuangan yang sederhana. Namun pelaksanaannya dilakukan secara amanah dan bersinegi dengan masyarakat dan organisasi islam. Justr pengendalian internal dan ekternal dapat dibentuk dengan tepat. Hal ini juga dilakukan dalam pengelolaan dana, mulai dari masukkan, proses, hingga pengeluaran dana. Pola akuntabilitas yang terbentuk dimasjid adalah vertikal (tanggung jawab kepada pimpinan cabang dan pimpinan organisasi islam), horizontal (tanggung jawab kepada masyarakat), dan tresendetal (kepada Allah swt). Informasi disampaikan dengan menggunakan media yang mudah diakses oleh masyarakat, (Kholmi, Masiyah 2022).

	8. 
	Sarwan, Dilla Pratiwi, & Alfian, 2020
	Accountability And Transparency Of Fund Management Of Baiturrahman Mosque In West Sumatra
	X1:Public Accountability
X2: Transparency
Y: Management of Mosque Funds
	Penelitian ini menunjukkan bahwa pencatatan dana masjid dilakukan secara tradisional, tidak lengkap, dan tidak memenuhi standar akuntansi, sehingga sering terjadi kesalahan dalam pengelolaan dana masjid. Penyebab kesalahan tersebut adalah pengurus masjid yang tidak profesional, namun pengurus masjid adalah pihak yang tidak bertanggung jawab. orang yang bekerja berdasarkan kepercayaan tanpa sistem apa pun untuk mencapainya, (Sarwan et all. 2020).

	9. 
	Athifah, Ai Nur Bayinah, Efri Syamsul Bahri, 2018
	 Pengaruh Akuntabilitas Publik Dan Transparansi Laporan Keuangan Terhadap Kepercayaan Donatur Pada Yayasan Pppa Daarul Qur’an Nusantara
	X1: Akuntanbilitas Publik
X2: Transparansi Laporan Keuangan
Y: Kepercayaan Donatur
	Secara simultan atau bersama-sama, variabel akuntabilitas publik dan transparansi memiliki pengaruh terhadap kepercayaa. Kedua hal tersebut berpengaruh terhadap kepercayaan karena pertanggungjawaban semakin baik ketika mampu disampaikan secara terbuka kepada publik. Dalam hal ini yang dimaksud dari publik adalah donatur yayasan.
Sedangkan secara parsial atau terpisah, hanya variabel transparansi yang memiliki pengaruh terhadap kepercayaan donatur. Sedangkan variabel akuntabilitas publik menunjukkan nilai signifikansi yang tidak berpengaruh terhadap kepercayaan donatur. Tidak berpengaruhnya variabel akuntabilitas publik diyakini memiliki sebab yaitu faktor ketidaktahuan donatur terkait makna akuntabilitas publik, faktor kepentingan pihak donator terhadap adanya bentuk akuntabilitas publik serta besarnya figur tokoh dari Yayasan PPPA Daarul Qur’an Nusantara, (Athifah et all. 2018).

	10. 
	Muchlis, Saiful, Anna Sutrisna Sukirman, & Ridwan
	Accountability And Management Transparency Masjid Finance Based On Principles Aman And Fathanah
(Phenomenology Study in Mosques in Nganjuk Hamlet , Sugihwaras
Village, Wonomulyo District, Polewali Mandar Regency, West Sulawesi Province)
	X1: Accountability
X2: Transparency: Financial Reports
	Transparansi masjid istiqomah sugihwaras, masjid yang hanya memiliki telah ditempati selama lebih dari setahun, tidak menggunakan metode yang efektif untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pengurus masjid dalam mengelola keuangan masjid. Masjid Istiqomah dalam menjalankan transparansinya hanya mengandalkan pengumuman setiap hari menjelang salat Jumat, para pengurus masjid masih sangat mengandalkan para wali masing-masing seperti penghitungan sumbangan setiap hari jumat perhitungannya dilakukan oleh bendahara atau biasanya diserahkan kepada pengurus masjid dan dihitung bersama-sama. dengan remaja masjid dan perhitungannya tidak menetapkan waktu tetapi hanya akan dihitung pada saat bendahara mempunyai waktu luang. Perhitungan donasi setiap hari Jumat tidak dilakukan transparansi kepada jamaah. Sehingga cara tersebut dapat menumbuhkan pertanyaan di setiap jemaah masjid tentang kinerja pengurus masjid, (Muchlis, Saiful et all. 2019).


Sumber : Penelitian Terdahulu Yang Sudah Diringkas, 2024
Penelitian yang menjadi acuan dalam penelitian ini adalah penelitian Muhammad Kholid Adfi, Nurwani, Yenni Samri Juliati Nasution dengan judul Analisis Akuntabilitas Dan Transparansi Dalam Pengelolaan Keuangan Masjid Al-Ahsani Kec. Sunggal Kab. Deli Serdang. Penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian terdahulu baik berupa objek, waktu dan variabel penelitian serta metode penelitian yang digunakan. Dari segi objek penelitian, penelitian pertama objek penelitian ini adalah Masjid Al-Ahsani yang terletak di Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang. Penelitian ini memfokuskan pada pengelolaan keuangan masjid secara umum, termasuk analisis akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dana masjid. Sedangkan objek penelitian ini adalah Masjid Jami' Al Ridha yang terletak di Lima Puluh, Kabupaten Batu Bara. Penelitian ini lebih terfokus pada analisis akuntabilitas dan transparansi dana masjid yang berkaitan langsung dengan laporan keuangan masjid. Jadi, objek yang diteliti adalah dana masjid dan bagaimana laporan keuangan mencerminkan akuntabilitas dan transparansi penggunaan dana tersebut. Dari segi waktu, penelitian terdahulu dilakukan pada tahun 2023 sedangkan penelitian ini penelitian tahun 2024. Variabel X pada penelitian ini adalah Akuntabilitas, Transparansi dan variabel Y adalah Laporan Keuangan Masjid. Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah variabel keduanya yaitu dalam mengukur Akuntabilitas dan Transparansi.
2.3 	Kerangka Berfikir
Kerangka berfikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting (Sudaryana B,2019:23). Masjid merupakan tempat peribadahan bagi umat islam. Penulis menggunakan Sumber Hukum Islam yaitu Al-Quran Surah Al- Baqarah ayat 282 sebagai landasan akuntabilitas mesjid. Berdasarkan Surah Al-Baqarah ayat 282, masjid dapat dikatakan akuntabilitias apabila melakukan utang piutang hendaklah menuliskannya serta mengadakan saksi ketika bertransaksi. Oleh karena itu, penulis menggunakan Al-Quran Surah Al- Baqarah ayat 282 untuk menguatkan penelitian dengan mengonfirmasi ke Bendahara masjid tentang anjuran dalam Al-Quran untuk melakukan pencatatan setiap transaksi. Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) bekerja sama dengan Bank Indonesia (BI) merumuskan suatu standar akuntasi terkait dengan pelaporan keuangan pada entitas nirlaba, yaitu Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP). Pertimbangan dalam memilih referensi SAK ETAP adalah berdasarkan nilai harta yang relatif besar yang dikelola oleh entitas nirlaba, dimana sebagian besar harta entitas nirlaba permanen berupa tanah. Format penyajian laporan keuangan pesantren diatur dalam Pedoman Akuntansi entitas nirlaba mengacu pada PSAK 45: Laporan Keuangan Entitas Nirlaba. Entitas Nirlaba menyajikan laporan keuangan yang memberikan informasi tentang bagaimana laporan keuangan dikelola sehingga dapat menjadi sarana komunikasi antara pengelola organisasi nirlaba dengan donatur. Dalam PSAK No. 45 dikemukakan bahwa laporan keuangan organisasi nirlaba dilaksanakan dengan maksud menyediakan informasi yang relevan untuk memenuhi keinginan para penyumbang atau donatur, anggota organisasi, kreditur, dan pihak lain yang menyediakan sumber daya bagi organisasi nirlaba. Laporan keuangan juga menunjukkan hasil konsep stewardship, atau pertanggung jawaban manajemen atas sumber daya dipercayakan padanya. Para pengguna yang ingin menilai stewardship atau akuntabilitas manajemen melakukannya agar mereka membuat ekonomi keputusan; keputusan ini dapat mencakup, misalnya, apakah akan menahan atau menjualinvestasi mereka di perusahaan atau apakah akan menunjuk kembali atau mengganti pengelolaan. Dengan menggunakan stewardship theory pengelola (steward) akan menyamakan persepsi dalam hal pengelolaan keuangan sesuai dengan harapan dan arahan dari pemilik (donatur). Dalam hal ini steward berusaha mengikuti keinginan dari stakeholders, mengingat kepentingan organisasi menjadi hal utama yang harus tercapai. Steward selaku pegelola memiliki komitmen organisasi yang kuat karena dia bekerja dan melayani kepentingan masyarakat, para penyumbang atau donatur.
Secara sederhana, kerangka pikir dapat dijelaskan melalui gambar sebagai berikut:Masjid Jami’
 Al-Ridha



Transparansi
Akuntabilitas



Laporan Keuangan Masjid


ISAK No.35



Gambar 2.1 Kerangka Berfikir
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